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ABSTRAK 

 
Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai 

kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, 

dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat 

membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui akibat hukum putusan pailit terhadap karyawan perusahaan menurut 

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kedudukan karyawan 

perusahaan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila 

perusahaan pailit, pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga terhadap perusahaan 

yang dipailitkan beserta hambatannya.  

Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang. Tipe penelitian bahan 

hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, penulis 

melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada beserta 

contoh kasus dan putusannya. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu sebuah 

metode penelitian dengan mencoba melihat kesesuaian aturan- aturan normatif 

yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan juga fakta dilapangan. Akibat 

hukum putusan pailit terhadap karyawan perusahaan menurut UU No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun akibat hukum putusan pailit yaitu 

apabila telah dinyatakan oleh hakim atau Pengadilan Niaga dengan suatu putusan, 

dalam hal pekerja mengundurkan diri baik status perusahaan dinyatakan pailit 

maupun tidak, perlu meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 

perburuhan serta pekerja/buruh tidak mendapatkan uang pesangon melainkan 

hanya uang penggantian hak dan uang pisah.  

Sedangkan, jika pekerja/buruh di PHK dengan alasan perusahaan pailit, maka 

di samping perlu penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh 

memperoleh uang pesangon, uang penghargaan dan hak-hak lainnya. Kedudukan 

karyawan perusahaan yang pailit termasuk dalam  kreditor preferen atau yang 

didahulukan. Posisi karyawan walaupun diutamakan, tetapi tetap berada dibawah 

pajak dan biaya-biaya perkara lainnya.  

Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Kepailitan, dan Tenaga Kerja/Karyawan. 
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ABSTRACT 

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to 

pay his debts is declared bankrupt by the court, in this case the Commercial Court, 

because the debtor cannot pay his debts, the debtor's assets can be distributed to 

creditors in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to 

determine the legal consequences of bankruptcy decisions on company employees 

according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, the position 

of company employees according to Law no. 13 of 2003 concerning Employment 

if the company goes bankrupt, the implementation of the decision of the 

Commercial Court against the bankrupt company and its obstacles. 

The research was conducted at the Semarang Commercial Court. The type 

of research on legal materials used is a sociological juridical research method, the 

author conducts research on existing laws and regulations along with examples of 

cases and their decisions. The sociological juridical approach method is a research 

method by trying to see the suitability of the normative rules, namely Law No. 37 

of 2004 and also the facts on the ground. The legal consequences of bankruptcy 

decisions against company employees according to Law no. 37 of 2004 

concerning Bankruptcy and PKPU. As for the legal consequences of a bankruptcy 

decision, if it has been declared by a judge or the Commercial Court with a 

decision, in the event that an employee resigns, whether the company status is 

declared bankrupt or not, it is necessary to request a determination from a labor 

dispute settlement institution and the worker/laborer does not receive severance 

pay, but only compensation. rights and severance pay. 

Meanwhile, if the worker/labourer is laid off on the grounds that the 

company is bankrupt, then in addition to the need for stipulation from the 

competent authority, the worker/labourer will also receive severance pay, awards 

and other rights. The position of the bankrupt company's employees is included in 

the preferred creditor or priority. Even though the position of the employee is 

prioritized, it is still under taxes and other court costs. 

Keywords: Bankruptcy, Consequences of Bankruptcy, and Labor/Employees. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Ketika menjalankan sebuah perusahaan, pengusaha memerlukan 

tenaga kerja untuk dapat membantu mengoperasionalkan perusahaannya 

untuk mendapatkan keuntungan. Namun usaha belum tentu selalu berjalan 

sesuai rencana. Tiap bisnis selalu mengandung resiko kerugian 

didalamnya, dan itu merupakan hal yang wajar. Ada beberapa hal yang 

menyebabkan suatu kegiatan usaha tidak berjalan sesuai rencana, bahkan 

harus mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Kepailitan merupakan 

suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan 

untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini 

adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat 

membayar utangnya, harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditur 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1
  

 Sedangkan pengertian tentang kepailitan sendiri lebih jelas terdapat 

dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK 

PKPU”) Pasal 1 Angka 1 yaitu, “suatu sita umum atas semua kekayaan 

                                                 
1
 Dadang Sukandar, Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, legalakses.com, 

https://www.legalakses.com/maksud-dan-tujuan-serta-kegiatan-usaha-perseroan/, diakses 

pada 14 Februari 2021 pukul 21.00 WIB 



2 

 

 

 

 

 

 

debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator 

dibawah pengawasan Hakim pengawas”
2
 

 Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian 

utang piutang dan erat kaitannya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah 

peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan 

kewajiban pembayaran utang.
3
 Perlu diketahui bahwa sejarah dan 

dinamika perjalanan hukum kepailitan yang ada di Indonesia mempunyai 

sejarah yang panjang. Bahkan dimulai sejak jaman kekuasaan 

pemerintahan Indonesia sebelum memperoleh kemerdekaanya, hingga 

pasca reformasi. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian 

aturan mengenai hukum kepailitan ini banyak diwarnai oleh aturan yang 

dibentuk oleh pemerintahan kolonial belanda. Akan tetapi selama rentang 

waktu dari 1945 hingga 1998, tidak terdapat pembaharuan dari aturan 

hukum kepailitan. Baru memasuki masa pasca reformasi, pemerintah 

Indonesia mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1998. Dan hingga saat ini 

peraturan mengenai hukum kepailitan itu sendiri sudah berubah dan 

diundang-undangkan  melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
4
 

                                                 
2
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 
3
 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2000, hlm.2 
4
 Ahmad Saprudin, Teknik penyelesaian peerkara kepailitan ekonomi syariah, Pustaka 

Pelajar, Jakarta 2018, hlm 25 



3 

 

 

 

 

 

 

 Perlu diketahui juga bahwa kepailitan merupakan aturan yang 

mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para 

kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor 

yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak 

proporsinya.
5
 

 Perkara pailit dapat ditempuh melalui proses pengadilan niaga yang 

kemudian setelah berkekuatan hukum tetap, melalui perantara hakim, 

kreditur dapat melakukan sita harta debitor untuk dijadikan uang 

pembayarannya. Secara etimologis, istilah kepailitan berasal dari kata 

pailit yang bila ditelusuri lebih mendasar istilah ini dijumpai dalam 

perbendaharaan Eropa. Dalam bahasa Belanda, kata pailit berasal dari 

istilah failiet, sedangkan dari bahasa Perancis berasal dari kata failite, yang 

berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Di negara-negara 

berbahasa Inggris, Pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-

kata bankrupt dan bankruptcy.
6
 

 Atau dengan kata lain, kepailitan adalah keadaan atau kondisi 

seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar 

kewajibannya dan/atau berhenti membayar utangnya.
7 

                                                 
5
 Hadi Shubhan, Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari 

Penyalahgunaan Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis Vol 33 No. 1, 2014, Hal 13 
6
 Munir Fuady, Hukum Pailit, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 10 

7
 Zainal Asikin, Hukum kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 26 
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 Saat ini sudah tidak asing lagi jika mendengar permasalahan-

permasalahan dalam dunia bisnis yang kompleks, bahkan masalah 

kepailitan sering terjadi pada perusahan-perusahan yang berbentuk 

perseroan terbatas. Tidak sedikit dijumpai perusahaan yang sudah 

melegenda dapat diputuskan pailit. Salah satu perusahaan me-legenda 

tersebut adalah PT. Perindustrian Njonja Meneer (selanjutnya disebut PT 

Nyonya Meneer) yang telah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan 

Putusan Nomor : 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg.
8
 

 Hal ini berawal dari Permohonan Pembatalan Homologasi 

(Perjanjian Perdamaian) oleh kreditor konkuren yaitu Hendrianto 

Bambang Santoso pengusaha di Sukoharjo sebagai pemasok rempah-

rempah bahan jamu melalui kuasanya selaku Pemohon Pailit melawan PT. 

Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT. Njonja Meneer 

dengan Charles Saerang selaku direktur utama melalui kuasanya sebagai 

Termohon Pailit.
9
 Bahwa Pemohon menyatakan PT Nyonya Meneer tidak 

memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan utangnya sebesar Rp. 

                                                 
8
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN 

Niaga Smg, Mahkamah Agung, 3 Agustus 2017. 
9
 Nidia Zuraya, Jamu Nyonya Meneer Pailit, Begini Nasib Karyawannya, 

Republika.co.id, 

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/08/07/ouasam383-jamu-

nyonya-meneerpailit-begini-nasib-karyawannya, diakses pada 03 Maret 2021 pukul 16.30 

WIB. 

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/08/07/ouasam383-jamu-nyonya-meneerpailit-begini-nasib-karyawannya
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/08/07/ouasam383-jamu-nyonya-meneerpailit-begini-nasib-karyawannya
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7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh 

ribu lima ratus rupiah). 

 Akibat dari permasalahan utang piutang PT. Nyonya Meneer yang 

tidak kunjung usai dan juga pembatalan Homologasi dari kreditur 

konkuren, maka akhirnya pada bulan Agustus 2017 PT Nyonya Meneer 

dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri 

Semarang. Akan tetapi permasalahan belum usai, dilansir dari salah satu 

karyawan PT. Nyonya Meneer sejak November 2015 sebanyak 921 

Karyawan belum menerima gaji.
10

 Bahkan Menurut keterangan dari 

direktur utama PT. Nyonya Meneer yaitu Charles Saerang , pihaknya telah 

merumahkan 200-an orang karyawan.
11

 Paulus Sirait selaku Kuasa Hukum 

para karyawan PT Nyonya Meneer sudah melayangkan tunggakan piutang 

kepada kurator yang melakukan pemberesan harta pailit PT Nyonya 

Meneer. 

 Menurut Paulus, total karyawan PT Nyonya Meneer yang menuntut 

pembayaran hak-haknya mencapai 1.104 orang. selain karyawan yang 

masih aktif tersebut, berdasarkan pernyataan Paulus, terdapat 183 mantan 

karyawan yang belum memperoleh hak pesangon (mereka belum 

                                                 
10

 Fikri Faqih, 921 Pegawai Nyonya Meneer belum gajian sejak 2015, Merdeka.com, 

https://www.merdeka.com/peristiwa/921-pegawai-nyonya-meneer-belum-gajian-sejak-

2015.html, diakses pada 04 Maret 2021 Pukul 17:02 WIB 
11

 Iswidodo, Kronologi PT Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit dan Rencana Charles 

Saerang Banding, TribunJateng.com, http://jateng.tribunnews.com/2017/08/06/kronologi-

pt-nyonyameneer-dinyatakan-pailit-dan-rencana-charles-saerang-banding, diakses pada 

04 Maret 2021 Pukul 17:30 WIB 

https://www.merdeka.com/peristiwa/921-pegawai-nyonya-meneer-belum-gajian-sejak-2015.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/921-pegawai-nyonya-meneer-belum-gajian-sejak-2015.html
http://jateng.tribunnews.com/2017/08/06/kronologi-pt-nyonyameneer-dinyatakan-pailit-dan-rencana-charles-saerang-banding,
http://jateng.tribunnews.com/2017/08/06/kronologi-pt-nyonyameneer-dinyatakan-pailit-dan-rencana-charles-saerang-banding,
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memperoleh gaji, tunjangan hari raya serta pesangon untuk yang sudah 

purna) Total tunggakan yang nantinya harus dibayar sebesar Rp 98,2 

miliar. Jumlah tersebut, menurut dia, juga termasuk tunggakan iuran BPJS 

Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 12,5 miliar.
12

 

 Ketika Perusahaan diputuskan pailit maka memiliki akibat hukum 

terhadap kemampuan debitor pailit mengurusi dan membereskan aset 

perusahaan. Sehingga kepengurusan yang bersangkutan dengan kekayaan 

perusahaan beralih kepada kurator artinya ketika perusahaan pailit, 

perusahaan tersebut dibawah pengampuan kurator. Lalu konsekuensi yang 

harus diterima karyawan tentunya harus dilakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK). Jika perusahaan dinyatakan pailit dan tidak melakukan 

kegiatan operasional, sudah menjadi hal yang pasti karyawan akan 

kehilangan mata pencahariannya dan secara otomatis karyawan akan 

kehilangan haknya untuk bekerja dan menerima upah setiap bulannya. 

 Putusan pailit terhadap perusahaan memiliki sisi baik dan sisi 

buruk untuk karyawan. sisi baiknya adalah, ketika perusahaan diputuskan 

pailit maka akan mempercepat pengurusan pemberesan pembayaran upah 

karyawan yang terutang dan pemenuhan hak-hak karyawan lainnya. 

Namun sisi buruknya adalah, ketika perusahaan pailit, karyawan 

diberhentikan kerja sehingga karyawan kehilangan mata pencahariannya. 

                                                 
12

 Fikri Faqih, 921 Pegawai Nyonya Meneer belum gajian sejak 2015, loc. cit. 
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 Sudah dijelaskan secara regulasi ketika perusahaan pailit maka 

perusahaan wajib melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 

karyawannya. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 165 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan 

pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 

masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
13

 Serta regulasi 

pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang 

menyatakan bahwa “Pekerja yang bekerja pada debitor dapat 

memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat 

memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut 

persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan 

pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan 

pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.”
14

 

 Dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, kedudukan 

karyawan perusahaan adalah sebagai kreditor preferen, yakni kreditor yang 

memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya berdasarkan 

undang-undang. Hal tersebut adalah amanat dari Pasal 95 ayat (4) Undang-

                                                 
13

 Lihat Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

 
14

 Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Dalam hal 

perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 

perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari 

pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya.”
15

 

 Namun dalam hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang tidak hanya mengenal kreditor preferen saja, terdapat 

kreditor yang memiliki kedudukan yang lebih kuat pada kepailitan yaitu 

kreditor separatis. Bahkan undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU 

telah memberikan keistimewaan terhadap kreditor separatis yang 

dicantumkan dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 telah 

memberikan celah bagi kreditor separatis untuk bertindak sendiri dalam 

mengeksekusi haknya terhadap jaminan dalam piutang seolah-olah tidak 

terjadi kepailitan. 

 Dalam realitanya kedudukan karyawan atau pekerja atau buruh 

memang masih lemah meskipun sudah terdapat amanah pasal 95 ayat (4) 

Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal didahulukannya pembayaran 

upah dan pesangon bagi karyawan jika perusahaan pailit. Namun 

implementasinya masih banyak karyawan yang membutuhkan 

perlindungan hukum.  

                                                 
15

Lihat Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 
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 Maka dari itu melihat dari segi lemahnya kedudukan karyawan 

perlu adanya perlindungan hukum terhadap karyawan dalam hal 

pemberesan harta pailit perusahaan. Meskipun Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) 

telah mengamanatkan adanya perlindungan hukum serta hak untuk bekerja 

dan mendapatkan upah atas pekerjaan yaitu pada Pasal 28D ayat (1) dan 

Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**) (2) Setiap orang berhak 

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja.**”
16

  

 Pada dasarnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu 

perwujudan dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 

KUHPerdata : segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun 

yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdata : kebendaan tersebut menjadi 

jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; 

pendapatan penjualan beda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, 

yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila 

                                                 
16

 Lihat Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan.
17

 

 Menurut pasal 95 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi, 

maka upah buruh dan hak-hak lainnya dari pekerja buruh merupakan 

piutang yang didahulukan.
18

 Yang menjadi pokok permasalahan, jika 

piutang tersebut berhadapan dengan piutang lain yang dijamin dengan Hak 

Jaminan Atas Kebendaan (Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan Gadai) 

Dalam undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan (UU 

Kepailitan) piutang kreditur dibagi menjadi tiga, yakni: kreditor separatis, 

kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditur pemegang “hak jaminan 

atas kebendaan” disebut dengan kreditur separatis karena berdasarkan 

pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, kreditur tersebut berwenang untuk 

mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Separatis, dalam 

arti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang diagunkan dari harta 

yang dimiliki debitor pailit (boedel pailit). Dengan begitu kreditur 

separatis mendapat posisi lebih utama dalam proses kepailitan 

dibandingkan dengan debitor preferen yang termasuk didalamnya adalah 

upah buruh. Jadi menurut UU Kepailitan, posisi pemegang hak jaminan, 

didahulukan/lebih tinggi daripada pembayaran upah buruh. 

                                                 
17

 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 2. 
18

 Lihat Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
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Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak 

karyawan, dan telah adanya prinsip pari passu prorate parte dalam 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU namun antara yang seharusnya 

(das sollen) dan yang senyatanya (das sein) tidak berjalan harmonis.  

 Banyak dijumpai dalam implementasinya masih terabaikannya hak-

hak karyawan dalam pemberesan harta pailit, padahal karyawan-lah yang 

seharusnya didahulukan karena karyawan memiliki hak istimewa di 

dahulukan dan berdasarkan Prinsip Strustured Creditors dalam Kepailitan 

dan PKPU, karyawan tergolong dalam kreditor preferen yang memiliki 

hak istimewa didahulukannya pemenuhan kepentingan menurut undang-

undang. 

 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan 

bagi kreditor dalam hal pemberesan harta/aset perusahaan pailit. 

Perlindungan bagi kreditor yang di atur di dalam Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU ini bermaksud untuk melindungi kreditor dari 

kreditor lain yang berusaha supaya utang miliknya lah yang harus dibayar 

terlebih dahulu tanpa memikirkan kepentingan dan hak-hak kreditor 

lainnya. Selain memberikan perlindungan terhadap debitor dan kreditor 

dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

Undang-Undang Tentang Kepailitan dan PKPU juga melindungi 

Stakeholders, salah satunya adalah kepentingan karyawan. Kepentingan 
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karyawan suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah berkaitan 

dengan pembayaran upah dan pesangon.
19 

Karena limitasi pembahasan dan tidak bermaksud untuk 

mengurangi bab demi bab bahasan dari kompleksitas problematika 

kepailitan di Indonesia, maka penulisan dan penelitian ini hanya akan 

sepenuhnya berkonsentrasi pada hak buruh pada perusahaan yang telah 

dinyatakan pailit selaku tergolong pada jenis kreditor preferen in cassu 

kepailitan PT Nyonya Meneer. 

Dari alasan dan fakta yang dikemukakan diatas akhirnya 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk mengkaji 

lebih jauh mengenai hak buruh dalam hal upah dan pesangon jika 

perusahaan tempat buruh/karyawan bekerja tersebut dinyatakan pailit, 

dengan Judul Penelitian “ANALISIS YURIDIS HAK BURUH 

TERHADAP PERUSAHAAN PT. PERINDUSTRIAN NJONJA 

MENEER YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT (STUDI 

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 11/PDT.SUS-

PAILIT/2017/PN NIAGA SMG)”. 

B. Rumusan Masalah 

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:  

                                                 
19

 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum 

Kepailitan Di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 350. 
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1. Apakah akibat hukum kepailitan perusahaan PT. Nyonya Meneer  

terhadap karyawan? 

2. Bagaimana upaya hukum karyawan untuk mendapatkan perlindungan 

hukum atas putusan pailit perusahaan PT. Nyonya Meneer ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan 

dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki 

tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan 

tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan pemahaman terkait dampak hak-hak buruh 

terhadap putusan pailit perusahaan PT. Perindustrian Nyonya 

Meneer.  

2. Untuk mengetahui upaya dan perlindungan  hukum terhadap buruh 

dalam putusan pailit perusahaan PT. Perindustrian Nyonya Meneer  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis :  

a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya berkaitan dengan 

Kepailitan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap 

karyawan. 
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b. Diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya pustaka ilmu dalam hukum kepailitan dan hukum 

ketenagakerjaan. 

c. Dapat dijadikan sebagai referensi serta pedoman dalam penelitian 

yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis :  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

akademisi kampus, Institusi Peradilan khususnya Peradilan Niaga, 

praktisi hukum dalam bidang hukum bisnis khususnya Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun pelaku bisnis, 

diantaranya perusahaan atau pelaku usaha dan karyawan atau pekerja, 

dalam rangka penerapan Undang-undang Kepailitan dan Undang-

undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Perundang-undangan 

lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia 

yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan 

dalam hukum kepailitan di Indonesia. 

E. Terminologi  

Penulisan ini berjudul “Analisis Yuridis Hak Buruh Terhadap 

Perusahaan Pt. Perindustrian Njonja Meneer Yang Telah Dinyatakan Pailit 

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga 

Smg)” 
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a. Pengertian Hak Buruh 

Sejumlah peraturan perundangan dan hak asasi manusia yang 

terkait dengan hubungan antara buruh dengan majikan. Hak atas 

pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Maka sebagaimana 

halnya tubuh dan kehidupan merupakan suatu hak asasi manusia. 

sebagai manusia sejak lahir dan tak seorangpun dapat merampasnya 

Hak ini biasanya diperoleh melalui undang-undang ketenagakerjaan. 

Secara umum, wacana tentang hak-hak pekerja terkait dengan 

negosiasi gaji, tunjangan, dan kondisi kerja yang aman.
20

 

b. Pengertian Perusahaan. 

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, baik 

barang dan jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi.
21 

c. Pengertian Pailit 

Bila dilihat dari asal katanya, Pailit berasal dari bahasa Perancis, 

Failite. Pailit atau Failite ini diartikan sebagai bentuk kemacetan dalam 

kegiatan pembayaran utang yang dialami oleh pengusaha atau 

perusahaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keadaan pailit ini 

disebabkan karena pengusaha atau perusahaan gagal membayar utang 

yang dimilikinya. Sama seperti bangkrut, keadaan Pailit ini juga 

                                                 
20

 Dicky Wahyudi, hak pekerja, kontrak dan iklan, https://diky-

bmc.blogspot.com/2018/05/ diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 21:54 WIB 
21

 Prawiro, Pengertian perusahaan : unsur-unsur, jenis dan contoh perusahaan, 

Maxmanroe.com, https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html, 

diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 21:58 WIB 

https://diky-bmc.blogspot.com/2018/05/
https://diky-bmc.blogspot.com/2018/05/
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html
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diputuskan oleh pengadilan niaga setempat. Sehingga bila dijelaskan 

lebih mudah, penyebab suatu perusahaan mengalami kondisi pailit 

adalah karena utang yang dimilikinya tidak bisa terbayar. Menurut 

undang-undang, perusahaan akan mendapatkan status pailit apabila 

memiliki 2 atau lebih utang atau tidak membayar lunas yang telah 

jatuh tempo. Bila dilihat dari definisi tersebut, perusahaan yang 

kondisi keuangannya sehat masih tetap dapat mengalami status pailit. 

Status pailit ini juga bisa diminta oleh perusahaan itu sendiri.
22

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan 

dilaksanakan. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu hal 

yang sangat diperlukan agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis, 

maka digunakanlah metode ilmiah. 

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan Penelitian yuridis sosiologis 

                                                 
22

 Sugi Priharto, Bangkrut dan pailit : penertian, perbedaan dan cara menghindarinya, 

accurate.com, https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-bangkrit-dan-pailit-

juga-perbedaannya/, diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 22:00 WIB 
 

https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-bangkrit-dan-pailit-juga-perbedaannya/
https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-bangkrit-dan-pailit-juga-perbedaannya/
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adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum 

dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Artinya selain 

menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku 

dalam meninjau permasalah dan melakukan penelitian, penulis juga 

memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian di 

bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu 

pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian 

ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati 

dari gambaran yang sebenarnya. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang 

artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran yang baik, jelas dan mampu memberikan data seteliti  

mungkin  mengenai kenyataan dari obyek penelitian. 

3. Bahan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, 

dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai 

berikut : 
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a. Data Primer 

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa 

data-data dari Pengadilan Niaga Kota Semarang dan melalui 

wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk 

memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari 

narasumber terkait. 

b. Data Sekunder 

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu 

teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca 

literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan 

menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi : 

1) Bahan hukum primer 

  Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan 

permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) serta 

aturan-aturan lain yang berkaitan langsung dengan masalah 

kepailitan. 

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (“UUK”) 
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c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 

Kepailitan dan PKPU”). 

2) Bahan hukum sekunder 

  Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para sarjana, 

kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang 

kepailitan 

3) Bahan hukum tersier 

  Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data 

sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum 

tersebut. 
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b. Studi Lapangan 

Dalam studi ini penulis menggunakan metode 

wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan 

narasumber. 

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel 

sumber data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang 

dianggap paling tahu tentang permalasahan kepailitan pada PT. 

Perindustrian Njonja Meneer. 

c. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam 

penelitian adalah sesuai dengan judul, maka penelitian ini 

berlokasi di Pengadilan Niaga Kota Semarang. Adapun alasan 

dipilihnya Pengadilan Niaga Kota Semarang sebagai lokasi 

penelitian ini karena berada dalam lingkup permasalahan 

kepailitan pada PT. Perindustrian Njonja Meneer. 

d. Metode Analisis Data 

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian 

lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan 

oleh responden secara tertulis serta secara lisan dan juga perilku 

yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. 

G. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS 

HAK BURUH TERHADAP PERUSAHAAN PT. PERINDUSTRIAN 

NJONJA MENEER YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT (STUDI 

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 11/PDT.SUS-

PAILIT/2017/PN NIAGA SMG)” akan diuraikan melalui sistematika 

penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal 

untuk pendahuluan yaitu Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penelitian  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Kemudian pada bab ini, penulis akan menjelaskan lebih 

luas mengenai :  

I. Tinjauan Umum Kepailitan yang berisi : Sejarah 

pengaturan kepailitan di Indonesia, Pengertian 



22 

 

 

 

 

 

 

Kepailitan, Pengertian kepailitian dalam perspektif 

islam, Dasar Hukum Kepailitan, Syarat-Syarat 

dinyatakan pailit, Prosedur Permohonan Pernyataan 

Pailit. 

II. Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum Kepailitan 

yaitu diantaranya : Akibat Hukum Kepailitan Bagi 

Debitor Pailit dan Hartanya, Akibat Hukum 

Kepailitan Bagi Para Kreditor, Kedudukan 

Karyawan/Buruh Terhadap Boedel Pailit. 

III. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan & 

Perseroan Terbatas: Dasar Hukum Ketenagakerjaan, 

Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Pengertian 

Karyawan & Buruh/Pekerja, Hak-hak buruh, 

Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja karena 

Pailit. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Selanjutnya pada bab ketiga penulis akan menjelaskan 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan 

Akibat Hukum Kepailitan Pt. Perindustrian Njonja 

Meneer Terhadap Buruh (Studi Putusan Pengadilan 

Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg) 
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BAB IV : PENUTUP 

Penelitian ini diakhiri dengan bab keempat sebagai bab 

penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu : Kesimpulan dan  

Saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan 

1. Sejarah Pengaturan Kepailitan Di Indonesia 

Ketika masa penjajahan belanda selama hamper 3,5 abad, 

Belanda meninggalkan cukup banyak warisan hukum untuk 

Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia juga tidak bisa 

dilepaskan dari warisan Belanda. Awalnya, aturan seputar kepailitian 

termaktub dalam Wetboek Van Koophandel atau biasa disebut Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Reglement op de 

Rechtsvoordering (RV). 

Kepailitan diatur secara khusus dalam KUHD, Bab III dengan 

titel Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van 

Kooplieden atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. 

Sementara, RV mengaturnya dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh 

dengan titel Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen atau tentang 

keadaan nyata-nyata tidak mampu. Perbedaan antara KUHD dan RV 

terletak pada peruntukkannya. KUHD memuat pengaturan kepailitan 

untuk pedagang, sedangkan RV untuk bukan pedagang. Pada 

praktiknya, implementasi KUHD dan RV memiliki kelemahan 

seperti terlalu banyak formalitas, biaya tinggi, minimnya peran 
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kreditur dan waktu yang berlarut-larut. 

Aturan seputar kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian 

diganti dengan Failistment Verordenning yang berlaku berdasarkan 

Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 

1906. Seperti halnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 

masa keberlakukan Failistment Verordenning juga berlangsung 

cukup lama, sejak tahun 1905 hingga 1998. 

Pengaruh krisis moneter yang terjadi di beberapa negara Asia 

termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah 

menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian 

indonesia terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan 

usahanya. Apalagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini lah yang akan 

mengakibatkan permasalahan yang kompleks bagi bangsa Indonesia, 

maka tentu dibutuhkan suatu penyelesaian yang cepat dan efektif. 

Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar 

tadi diatur dalam Faillissement Verordening S. 1905 No. 217 Jo S. 

1906 No. 348.
23

 

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia yang berkuasa 

saat itu, era Presiden (alm) Soeharto menerbitkan Peraturan 
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 Sri Rejeki Hartono, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, 2008, hlm 12. 
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Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. PERPU 

Nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-

undang oleh UU Nomor 4 Tahun 1998. 

Secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya 

tidak jauh berbeda dengan UU Kepailitan warisan 

Belanda, Failistment Verordenning. Namun, beberapa norma baru 

dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan 

mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas 

waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan tentunya 

pembentukan pengadilan niaga. 

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak 

dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di 

Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 

2004, pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara 

kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan 

dengan waktu dan sistem pembuktian. 

Berselang enam tahun, regulasi di bidang kepailitan kembali 

mengalami dinamika dengan terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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(PKPU). Dibandingkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998, UU 

Kepailitan dan PKPU memiliki cakupan yang lebih luas sebagai 

respon atas perkembangan hukum kepailitan di Tanah Air. Selain itu, 

UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan yang tegas 

terkait pengertian “utang” dan “jatuh waktu”. 

2. Pengertian Kepailitan 

Kepailitan berasal dari kata dasar “pailit”. Pailit adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti 

membayar utang utang debitor yang telah jatuh tempo.
24

 

Definisi pailit atau bangkrut menurut Black‟s Law Dictionary 

adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan 

tindakan tertentu yang cenderung mengelabuhi pihak kreditornya. 

Sementara itu, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (UU Kepailitan), Kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya 

dilakukan oleh curator dibawah penguasaan hakim pengawas 

sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang tentang kepailitan. 
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 Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan & Kepailitan, Penerbit 

Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 213 
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3. Dasar Hukum Kepailitan 

Dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

2. KUHPerdata, misalnya Pasal 1134, 1139, 1149, dan lain- lain. 

3. KUHPidana, misalnya Pasal 396, 397, 389, 399, 400, 520, dan 

lain-lain. 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. 

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan    

Fidusia. 

7. Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, 

BUMN, dan lain-lain.
25

 

4. Syarat-Syarat Dinyatakan Pailit 

Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan 

pailit adalah sebagai berikut: 

1. Adanya utang. 

                                                 
25

 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Penerbit PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung,    2010, hlm. 7-8. 

 



29 

 

 

 

 

 

 

2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo. 

3. Minimal satu dari utang dapat ditagih. 

4. Adanya debitor. 

5. Adanya kreditor. 

6. Kreditor lebih dari satu. 

7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang 

disebut dengan “Pengadilan Niaga”. 

8. Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu: 

a. Pihak debitor; 

b. Satu atau lebih kreditor; 

c. Jaksa untuk kepentingan umum; 

d. Bank Indonesia jika debitornya Bank; 

e. Bapepam jika debitorya perusahaan efek, bursa efek, 

lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian; serta 

f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, 

reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di 

bidang kepentingan publik. 

9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang 
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Kepailitan. 

10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit, bukan 

“dapat menyatakan pailit” dengan demikian, dalam hal ini kepada 

hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang 

luas seperti pada kasus- kasus lainnya, sungguhpun limited defence 

masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur 

pembuktian yang sumir. (vide Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang 

Kepailitan). 

5. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit. 

Permohonan dapat diajukan kepada panitera Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Niaga yang 

dimaksudkan adalah sebagai berikut :  

1. Pengadilan dalam daerah hukumnya meliputi daerah tempat 

kedudukan hukum debitor. 

2. Jika debitor meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka 

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Niaga dalam wilayah 

hukum tempat tinggal/kedudukan terakhir dari debitor. 

3. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang 

berwenang untuk memeriksa adalah pengadilan niaga dalam 

wilayah hukumnya/kedudukan firma tersebut. 

4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di dalam wilayah 
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Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya 

dalam wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang 

memutuskan perkara kepailitan adalah Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan kantor debitor 

menjalankan profesi atau usahanya. Dalam hal debitor adalah 

suatu badan hukum, pengadilan yang berwenang memutuskan 

perkara kepailitan adalah pengadilan yang meliputi tempat 

kedudukan hukumnya sebagaimana tertuang dalam anggaran 

dasar badan hukum tersebut. 

5. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Republik 

Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah 

Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang 

memutuskannya adalah Pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat dimana debitor 

berprofesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

6. Tata Cara Permohonan Kepailitan 

Permohonan Kepailitan harus diajukan secara tertulis oleh 

sesorang advokat (Kecuali jika permohonan diajukan oleh Bank 

Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan 

tidak diwajibkan menggunakan advokat). Surat permohonan 
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berisikan antara lain : 

a. Nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan; 

b. Nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur 

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas; 

c. Nama, tempat kedudukan para kreditor; 

d. Jumlah keseluruhan utang; 

e. Alasan permohonan; 

Selanjutnya dalam pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima 

permohonan itu melakukan pendaftaran dalam registernya dengan 

memberikan nomor pendaftaran dan kepada pemohon diberikan 

tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. 

Tanggal pendaftaran permohonan. Dalam jangka waktu tiga hari 

panitera menyampaikan permohonan kepailitan itu kepada ketua 

pengadilan untuk dipelajari selama dua hari untuk kemudia oleh 

ketua pengadilan akan ditetapkan hari persidanganya. Setelah hari 

persidangan ditetapkan, para pihak (Pemohon dan termohon) 

dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan 

harus sudah dilakukan paling lambat dua puluh hari sejak 

permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Namun atas permohonan 
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debitor atas alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda 

pemeriksaan paling lambat dua puluh lima hari. Dalam pemanggilan 

para pihak, pasal 8 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan 

sebagai berikut : 

a. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh debitor, pengadilan 

tidak wajib memanggil debitor dalam persidangan. 

b. Sebaliknya jika permohonan diajukan oleh kreditor/para kreditor 

atau Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, 

atau Menteri Keuangan, debitor wajib dipanggil. Pemanggilan 

tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari 

persidangan guna memberikan kesempatan kepada debitor untuk 

mempelajari permohonan Kepailitan. 

Selama permohonan pailit belum ditetapkan oleh pengadilan, 

setiap kreditor atau jaksa, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar 

Modal, atau Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan dapat 

juga memohon kepada pengadilan untuk: 

a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta 

kekayaan debitor; 

b. Menunjuk kurator sementara yang bertugas: 

1. Mengawasi pengelolaan usaha debitor; 
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2. Mengawasi pembayaran kepada para kreditor; 

3. Mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayan debitor. 

Apabila dalam pemeriksaan terbukti bahwa debitor berada 

dalam keadaan berhenti membayar, hakim akan menjatuhkan 

putusan kepailitan kepada debitor. Putusan atau penetapan kepailitan 

harus sudah dikeluarkan atau diucapkan paling lambat 30 hari sejak 

tanggal pendaftaran permohonan kepailitan. Dan putusan ini harus 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perlu dijelaskan 

bahwa dalam pemeriksaan kepailitan untuk memperoleh bukti yang 

menentukan bahwa debitor dalam keadaan berhenti membayar bisa 

dilakukan dengan menerapkan sistem pembuktian secara sumir 

(sederhana) yang mempunyai arti bahwa hakim harus mengabulkan 

(bukan dapat mengabulkan) jika telah terbukti secara sederhana. Hal 

yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditor dapat 

membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya dan belum 

dibayarkan oleh debitor, padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Sistem pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim 

pengadilan niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit 

yang diajukan kepadanya dengan menyatakan bahwa perkara yang 

diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara 
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dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya 

berbelit-belit, hakim dapat menyatakan bahwa kasus ini bukan 

kewenangan pengadilan niaga, tetapi menjadi kewenangan 

pengadilan negeri. Dalam praktek hukum acara perdata di muka 

pengadilan niaga berlaku dengan tulisan atau surat (schifttelijke 

procedure). Acara dengan surat ini mempunyai arti bahwa 

pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan 

tetapi, kedua belah pihak masih mendapatkan kesempatan juga untuk 

menerangkan kedudukannya dengan lisan. Setelah keputusan 

kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, pengadilan dalam 

jangka waktu 2 hari harus memberitahukan dengan surat dinas 

tercatat atau melalui kurir tentang putusan itu beserta salinannya 

kepada: 

a. Debitor yang dinyatakan pailit; 

b. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit; 

c. Kurator serta hakim pengawas 

Di samping itu, dalam hal penetapan (putusan) telah 

dikeluarkan, dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal 

diputuskannya permohonan kepailitan maka kurator mengumumkan 

dalam berita negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya 
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dalam 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. 

B. Tinjauan mengenai Akibat Hukum Kepailitan 

Perlu diketahui bahwa dengan dipailitkanya debitor, maka akan 

menimbulkan beberapa akibat yuridis.  Diantaranya yaitu : 

1. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Debitor Pailit dan Hartanya. 

Debitor atau badan hukum perseroan terbatas setelah 

berakhirnya kepailitan, akan dinyatakan bubar atau tidak perseroan 

tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan 

pembubaran perseroan. karena didalam undang-undang kepailitan 

dan undang-undang perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak 

adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan 

terbatas secara terperinci. Pembubaran perseroan terbatas demi 

hukum hanya dikenal pengaturannya di KUHD yaitu alasan- alasan 

pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan 

bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75% dari modal 

perseroan. Akan tetapi UUPT mengenal adanya pembubaran karena 

penetapan pengadilan. Tetapi tidak mengenal adanya pembubaran 

demi hukum. Akibat tersebut berlaku kepada debitor dengan dua 

pemberlakuan yaitu : 

a. Berlaku demi hukum 

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by 
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the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan 

atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap 

ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, 

pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor dan siapapun 

yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan 

andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. 

Misalnya larangan untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) 

seperti disebut dalam pasal 97 sungguhpun dalam hal ini pihak 

hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitor pailit 

untuk meninggalkan tempat tinggalnya. 

b. Berlaku Rule Of Reason 

Akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru 

berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mesti 

mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu 

tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, 

dan lain-lain. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan 

rule of reason adalah tindakan penyegelan harta pailit. 

Menurut ketentuan Pasal 142 UUPT, Pembubaran 

Perseroan dapat terjadi : 

a. Berdasarkan keputusan RUPS; 
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b. Karena jangka waktu berdirinya yang telah ditetapkan 

dalam  anggaran dasar telah berakhir; 

c. Berdasarkan penetapan pengadilan; 

d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan 

Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar 

biaya kepailitan; 

e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit 

berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam 

undang- undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang; atau 

f. Karena dicabutnya ijin usaha perseroan sehingga mewajibkan 

perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketenturan 

peraturan perundang-undangan.
26

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUPT ada dua alasan 

pembubaran Perseroan yang berhubungan dengan kepailitan 

yaitu: 

a. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan 

pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar 
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 Lihat Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007  
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biaya kepailitan; 

b. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit 

berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam 

undang- undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang; 

Alasan pertama digunakan untuk melindungi kreditor. 

Dalam hal ini kreditor tentunya tidak boleh dirugikan dengan 

adanya keadaan tidak mampu membayar ini. Berdasarkan pasal 

18 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila perseroan pailit 

sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka kreditor dapat 

mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada hakim 

pengawas atas putusan pernyataan pailit yang diajukan oleh 

debitor.
27

 Berdasarkan permohonan kreditor atau panitia kreditor 

sementara jika ada, tersebut Hakim Pengawas mengusulkan 

kepada Pengadilan Niaga, serta setelah memanggil dengan sah 

atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan 

pernyataan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga 

tersebut, suatu perseroan dapat dibubarkan. Pembubaran tersebut 

diikuti dengan pemberesan sehingga kreditor berhak mendapatkan 
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 Lihat Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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pelunasan dari hasil pemberesan tersebut. 

Setelah pembubaran Perseroan terjadi dengan adanya 

pencabutan kepailitan ini, maka menurut Pasal 142 Butir 4 

Pengadilan Niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator. 

Kemudian peran kurator digantikan oleh likuidator sebagai pihak 

yang ditunjuk untuk meyelesaikan pemberesan. Dalam jangka 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan: 

a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan 

dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam 

surat kabar dan berita negara Republik Indonesia; dan 

b. Pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam 

perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. 

Alasan kedua, pembubaran perseroan terbatas terjadi 

karena telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi. Kedaan 

insolvensi menurut pasal 178 ayat 1 UUK dan PKPU yaitu suatu 

keadaan dimana debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu 

membayar, insolvensi ini terjadi apabila :  

a. Dalam rapat pencocokan piutang kreditor tidak ditawarkan 

perdamaian atau; 
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b. Rencana perdamaian yang ditawarkan debitor ditolak oleh 

panitia kreditor atau; 

c. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
28

 

Akibat hukum dari penetapan insolvensi debitor pailit 

adalah timbulnya konsekuensi hukum tertentu, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada 

pertimbangan tertentu yang meyebabkan penundaan eksekusi 

dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan. 

b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi, sebab insolvensi ini 

disebabkan tidak adanya perdamaian dan aset debitor pailit 

lebih kecil dari kewajibannya. Kecuali apabila setelah dalam 

keadaan insolvensi kemudian terdapat harta lain dari debitor 

pailit. Misalnya adanya warisan, sehingga utang dapat dibayar 

lunas. Dengan demikian rehabilitasi dapat diajukan 

berdasarkan Pasal 215 UUK dan PKPU. 

Dalam proses kepailitan seluruh harta kekayaan debitor 

serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada 

                                                 
28

 Lihat Pasal 178 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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dalam sitaan umum, sejak saat putusan pernyataan pailit 

diucapkan, kecuali : 

a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh 

debitor sehubungan dengan pekerjaannya, bagian makanan 

untuk tiga puluh hari bagi debitor dan keluarganya yang 

terdapat di tempat itu 

b. Segala sesuatu yang diperoleh dari debitor dari pekerjaannya 

sendiri sebagai penggajian atau jasa sebagai upah, pensiun, 

uang tunggu, uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh 

hakim pengawas 

c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi 

kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. (Pasal 

21 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004). 

2. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Para Kreditor 

Akibat hukum kepailitan terhadap para kreditor yang 

memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas 

kebendaan lainnya dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah 

tidak terjadi kepailitan. Akibat kepailitan bagi pemegang hak 

tanggungan sebagaiamana yang diatur dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan Penjelasan Pasal 21 yang menyatakan bahwa 

kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan 
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mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan 

terhadap objek hak tanggungan. Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan 

telah ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang hak tanggungan 

yang berkedudukan sebagai kreditor separatis dan memiliki hak 

preferen, dapat mengeksekusi haknya seolah- olah tidak terjadi 

kepilitan , kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 Undang-Undang Kepailitan. 

3. Kedudukan Karyawan/Buruh Terhadap Boedel Pailit 

Ketika sebuah perusahaan dilanda kepailitan, maka upah dan 

hak-hak pekerja/buruh harus didahulukan pembayarannya. Namun 

dalam pelaksanaan putusan pailit, kata “didahulukan” ditempatkan 

setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor 

separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik). Sesuai 

dengan Titah Mahkamah konstitusi, pembayaran upah 

pekerja/buruh didahulukan atas semua jenis kreditor, tagihan hak 

negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah.  

Bahkan dalam salah satu pasal dalam UU Ketenagakerjaan 

yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan; “Dalam hal perusahaan 

dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka upah dan hak- hak lainnya dari 
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pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” 

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) di atas, upah dan 

hak-hak lainnya dari para pekerja/buruh merupakan utang yang 

“didahulukan” pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan 

pailit, kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap 

hak-hak negara dan para kreditor separatis yang merujuk Buku Dua 

Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1994. Di sini, hak negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi 

pertama, diikuti oleh kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, 

gadai, fidusia, hipotik). Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU 

Ketenagakerjaan memang mewajibkan perusahaan yang pailit harus 

mendahulukan pemenuhan hak-hak pekerja seperti pesongan dan 

hak-hak lainnya. Namun, dalam praktek, terdapat urutan peringkat 

penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, 

dimana upah buruh masih harus menunggu urutan setelah tagihan 

hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk 

Pemerintah untuk didahulukan. Praktek yang kontradiktif ini 

tertuang dalam Pasal 1134 ayat (2) juncto Pasal 1137 KUH Perdata 

dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
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diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

C. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan & Perseroan Terbatas 

1. Dasar Hukum Ketenagakerjaan 

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaiaman tertuang 

dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Maka dari itu, segala sesuatu 

pekerjaan harus didasarkan pada hukum yang tertulis. Sumber 

hukum ketenagakerjaan saat ini terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan diluar peraturan perundang-undagan. Namun, paying 

hukum dalam berbagai urusan mengenai ketenagakerjaan diindonesia 

yaitu pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-

tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”. Secara umum pasal 5 ayat (1), Pasal 20 

ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi 

paying hukum utama dalam dunia ketenagakerjaan. Berdasarkan 

poin poin dalam  pasal tersebut, maka terbentuklah Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 Tahun 2003. 

2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan 

Sumber hukum adalah ruang dimana kita dapat menemukan 

aturan hukum mengenai suatu permasalahan. Sumber hukum terbagi 
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menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan materiil. Sumber hukum 

ketenagakerjaan mendasarkan pada sumber hukum Indonesia 

dibidang ketenagakerjaan. Perlu diketahui bahwa sumber hukum 

materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Macam 

sumber hukum materiil tergantung dari tinjauan atau dari sudut 

pandang para ahli, misalnya yaitu sebagi berikut : 

a. Tinjauan ahli ekonomi yang menyebabkan timbulnya hukum adalah 

kebutuhan ekonomi dalam masyarakat dan kemungkinan 

perkembangan ekonomi 

b. Tinjauan ahli sosiologi, yang menyebabkan timbulnya hukum 

adalah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau kebutuhan 

untuk mepertahankan hidup 

c. Tinjauan ahli agama, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah 

kitab suci agama masing masing pengantunya. 

d. Tinjauan ahli hukum, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah 

aturan yang mengatur. 

Sumber hukum dalam arti formil yaitu sumber hukum hukum yang 

dikenal dari macam sumber bentuknya. Adapun macam-macam dari 

sumber hukum formil yaitu sebagai berikut : 

a. Peraturan perundang-undangan; 

b. Hukum kebiasaan; 
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c. Yurisprudensi; 

d. Traktat/Perjanjian 

e. Doktrin.
29

 

3. Pengertian Karyawan & Buruh/Pekerja 

Dunia ketenagakerjaan mempunyai elemen yang fundamental 

didalamnya yaitu pekerja/buruh. Perlu diketahui bahwa tenaga kerja 

menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat.
30

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

Menurut Imam Syaibani : “Kerja merupakan usaha mendapatkan 

uang atau harga dengan cara halal.” Dalam islam kerja sebagai unsur 

produksi didasari oleh konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung 

jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk 

menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah 

untuk menutupi kebutuhan manusia. 

                                                 
29

 Asri Wijayanti, Hukum Ketengakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 

hlm 25 
30

 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
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Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiyar yang 

dilakukan oleh anggota badan atau fikiran untuk mendapatkan imbalan 

yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau 

pikiran. Islam mendorong umatnya untukk bekerja dan memproduksi, 

bahkan menjadikanya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang 

yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal 

yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS 

An-Nahl (16) ayat 97 :  

هْ ذكََسٍ اوَْ اوُْثًٰ وَهُىَ مُؤْمِهٌ فلََىحُْييِىََّهٗ حَيٰىةً  مَهْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

 وَلَىجَْزِيَىَّهُمْ اجَْسَهُمْ باِحَْسَهِ مَا كَاوىُْا يعَْمَلىُْنَ 
 طَيِّبتًًَۚ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-

laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya 

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya 

akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan.” 

Sedangkan Hadis Nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat 

dikemukakan antara lain: 
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1. HR. Imam Bukhari “Sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi 

seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya dan  

sesungguhnya Nabi Daud as mengonsumsi makanan dari hasil 

keringatnya (kerja keras)”.
31

 

2. Dari Ibnu Umar r.a ketika Nabi ditanya: Usaha apakah yang paling 

baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya 

sendiri dan semua jual beli yang baik. 

4. Hak-Hak Karyawan   

Hak Pekerja dalam suatu perusahaan yaitu: 

a. Hak atas pekerjaan 

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Maka 

sebagaimana halnya tubuh dan kehidupan merupakan suatu hak 

asasi manusia, kerja pun merupakan salah satu hak asasi manusia. 

Ia melekat pada manusia sebagai manusia sejak lahir dan tak 

seorangpun dapat merampasnya. 

b. Hak atas upah yang adil 

Merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang 

sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. 

Karena itu, perusahaan yang bersangkutan mempunyai kewajiban 
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 H.R. Bukhari : 2072 
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untuk memberikan upah yang adil. 

c. Hak untuk berserikat dan berkumpul 

Mereka harus dijamin hak nya untuk membentuk serikat 

pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan 

kepentingan semua anggota mereka. Hak berserikat dan 

berkumpul merupakan salah satu syarat penting untuk bisa 

menjamin hak atas upah yang adil. 

d. Hak atas perlindungan, keamanan, dan kesehatan 

Dalam bisnis modern sekarang ini semakin dianggap penting 

bahwa para pekerja dijamin keamanan, keselamatan, dan 

kesehatannya. 

e. Hak untuk diproses hukum secara sah 

Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan 

diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan 

pelanggaran atau kesalahan tertentu. 

f. Hak untuk diperlakukan secara sama 

Dengan hak ini mau ditegaskan bahwa semua pekerja, pada 

prinsipnya, harus diperlakukan secara sama, secara fair. Artinya 

tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan 

warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya, baik 
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dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, 

pelatihan atau pendidikan lebih lanjut. 

g. Hak atas rahasia pribadi 

Kendati perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui 

riwayat hidup daan data pribadi tertentu dari setiap karyawan, 

karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya itu. 

h. Hak atas kebebasan suara hati 

Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran  

moralnya. Ia harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut 

suara hatinya adalah hal yang baik.
32

 

5. Hubungan Kerja dengan para pekerja Perusahaan Pailit 

Pekerja yang berkeja kepada para debitor mempunyai hak 

untuk memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya curator dapat 

memberhentikanya dengan cara mengindahkan jangka waktu 

menurut persetujuan atau ketentuan perundangn-undangan yang 

berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja dapat diputuskan 

dengan pemberitahuan paling singkat (empat puluh lima) hari 

sebelumnya. (pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan). 

Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum 
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 Bani Situmorang, Kompedium Hukum Tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan, 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 43-44 
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perburuhan yang ada, ketentuan ini tidak memiliki konsep 

pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komprehensif. Bukti dari 

ketidakkomprehensifan konsep PHK dalam UUK ini adalah tidak 

membedakan PHK demi hukum, PHK dari pengusaha dan PHK dari 

buruh. Hal ini karena ada konsekuensi yuridis yang sangat berbeda 

antara Pertinjauan Kepailitan demi hukum, PHK oleh pengusaha, dan 

PHK Oleh buruh. Bahkan dalam PHK oleh buruhpun masih 

dibedakan antara PHK oleh buruh karena kesalahan pengusaha dan 

PHK oleh buruh karena buruh mengundurkan diri. Perbedaan konsep 

PHK ini setidak-tidaknya pada dua hal, yakni soal prosedur dan soal 

pemenuhan hak-hak normatif pekerja yang di PHK. 

Masing-masing jenis pemutusan hubungan kerja tersebut 

memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda. Konsekuensi yuridis 

tersebut berupa prosedur PHK serta hak-hak normatif yang diterima 

oleh pekerja buruh. Misalnya, pekerja buruh yang mengundurkan diri 

dengan pekerja yang di PHK karena perusahaan dinyatakan pailit 

akan berbeda hak-hak normatif yang diterima oleh pekeja/buruh. 

Dalam hal pekerja mengundurkan diri baik status perusahaan sedang 

dinyatakan pailit maupun tidak sedang dinyatakan pailit, maka tidak 

perlu meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 

perburuhan serta pekerja atau buruh tidak mendapatkan uang 
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pesangon melainkan hanya uang penggantian hak dan uang pisah 

(Pasal 162 ayat (1) jo. 156 Ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan). Sedangkan jika pekerja/buruh di-

PHK dengan alasan perusahaan pailit, maka disamping perlu 

penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh 

memperoleh uang pesangon, uang penghargaan dan hak-hak lainnya 

(Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan).
33

 

6. Pemutusan Hubungan Kerja karena Pailit 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan 

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang 

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dan uang penggantian 

hak yang seharusnya diterima.
34

 

D. Tinjauan Umum tentang kepailitan dalam Prespektif Islam 

1. Pengertian Kepailitan Dalam Perspektif Islam 

Pada dasarnya syariat islam mengatur hubungan antar 

manusia dalam berkehidupan sosial, termasuk utang piutang. Berikut 

ayat dalam Al-Qur‟an yang secara langsung menyinggung mengenai 
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 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, 

hlm. 171 
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 Bani Situmorang, Kompedium Hukum tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Badan 
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utang piutang. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 :  

قْبىُْضَتٌ فۗاَِنْ امَِهَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا  لمَْ تجَِدوُْا كَاتِباً فسَِهٰهٌ مَّ وَاِنْ كُىْتمُْ عَلًٰ سَفسٍَ وَّ

َۗ وَمَهْ يَّكْتمُْهَا فاَِوَّهٗٓٗ فلَْيؤَُدِّ الَّرِي اؤْتمُِهَ امََاوتَهَٗ وَلْيتََّقِ  َ زَبَّهٗ ۗ وَلََ تكَْتمُُىا الشَّهَادةَ اللّٰه

ُ بِمَا تعَْمَلىُْنَ عَلِيْمٌ    اٰثِمٌ قلَْبهُٗ ۗ وَاللّٰه

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 

yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan 

janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa 

menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
35

 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam juga bersabda: 

“Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, 

Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang 

dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan 
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hidupnya”. 
36

 

Dalam fikih Islam kondisi dimana seseorang tidak memiliki 

harta disebut iflaas. Orang yang pailit disebut muflis, sedangkan 

keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit 

disebut tafliis. Kata tafliis sering diartikan sebagai larangan kepada 

seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang 

bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya. Surat 

Al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang 

piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti 

pentingnya dokumentasi alias pencatatan. Ayat 282 jelas 

menyebutkan Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) 

dengan benar. Pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kembali 

Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya. Pencatatan perlu 

dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang.
37

 

Secara etimologi, At-Taflis (kepailitan) diambil dari kata al-

fals jamaknya fulus. Al- fals adalah jenis uang yang paling sedikit 

(uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan 

sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang 

paling kecil. Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata 

uang fals atau fulus. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan 

                                                 
36

 H.R Bukhari : 2212 
37

 Dikutip dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7009/kepailitan-dalam-islam, 

diakses  pada 20 juni 2021, pukul 14.00 wib 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7009/kepailitan-dalam-islam
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7009/kepailitan-dalam-islam
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dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan taflis dengan pailit. 

Sebelum membahas konsep taflis (kepailitan) lebih luas, maka terlebih 

dahulu kita mengambil dasar hukum atas pernyataan pailit tersebut. 

Landasan atau dasar hukumnya adalah sebuah  riwayat yang 

menyatakan, bahwa Rasulullah SAW, menetapkan Mu‟az bin Jabal 

sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya 

(pailit), lalu Rasulullah melunasi hutang Mu‟az bin Jabal dengan sisa 

hartanya. Tetapi pihak yang berpiutang tidak menerima seluruh 

pinjamanya, maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah 

SAW dengan mengatakan : “Tidak ada yang dapat diberikan kepada 

kamu selain itu” (HR. Daru-Quthni dan Al-Hakim)
38

 

Riwayat lain menunjukan bahwa Umar bin Khatab pernah menahan 

harta seorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada kreditor. Dijelaskan 

dalam riwayat tersebut bahwa Usaifi dari warga Juhainah mempunyai 

hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka umar menahan hartanya 

dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai utang piutang 

atasnya agar dating kepadanya untuk membagikan hartanya 

(membayar hutang). 

 Dari sunnah Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khatab 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya wewenang penguasa 

                                                 
38

 H.R Daru-Quthuni dan Al-Hakim : 2759 
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atau hakim dalam mengambil keputusan taflis terhadap debitor yang 

telah jatuh tempo dalam pembayaranya atau bangkrut. Dengan 

demikian pernyataan taflis atau pailit harus ditetapkan melalui 

putusan hakim. 

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh tentang 

penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya berada di bawah 

pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau 

tidak. 

Ulama Malikiyah berpendapat : 

Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang 

(kreditor) berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum 

terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang 

membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti mewariskan 

hartanya, menghadiahkan, dan melakukan akad mudharabah dengan 

orang lain. Adapun terhadap tindak hukumnya yang bersifat jual beli 

dapat dibenarkan. 

Permasalahan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim 

dan antara orang yang berhutang dengan orang-orang yang memberi 

hutang dapat melakukan ash-shulh (perdamaian). Dalam kaitan ini, 

orang yang jatuh pailit itu tidak diperbolehkan bertindak hukum yang 

sifatnya pemindahan hak milik sisa hartanya, seperti wasiat, hibah, 
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dan kawin. Apabila tercapai perdamaian, maka pemberi hutang 

berhak membagi sisa harta orang yang jatuh pailit itu sesuai dengan 

prosentasi piutangnya. 

Pihak yang memberi hutang mengajukan gugatan (seluruhnya 

atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu 

dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk 

membayar hutang- hutangnya. Gugatan yang diajukan itu harus 

disertai dengan bukti bahwa hutang orang itu melebihi sisa hartanya 

dan hutang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan 

hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berhutang itu jatuh 

pailit, maka orang-orang yang memberi hutang berhak untuk 

mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya sesuai 

dengan prosentase piutang masing-masing. 

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang 

dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga 

apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang 

pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. 

Sebaliknya, apabila yang berhutang itu telah dinyatakan hakim jatuh 

pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum 

terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu akan membawa 

mudharat pada hak-hak orang yang memberinya hutang, dan hakim 
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juga berhak menjadikannya dibawah pengampuan, serta hakim 

berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu hakim boleh menjual 

sisa harta orang yang dinyatakan jatuh pailit dan membagi-

bagikannya kepada para pemberi hutang, sesuai dengan prosentase 

piutang masing-masing.
39

 

  

                                                 
39

 Dikutip dari http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam- 

islam.html, diakses pada 20 Juni 2021, pada pukul 14.20 wib 

http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html
http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Akibat Hukum Kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer 

Terhadap Karyawan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 

11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg) 

Hasil penelitian dan pembahasan pada Sub Bab A ini, penulis 

akan menggambarkan terlebih dahulu, gambaran umum dari latar 

belakang kasus kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer. Sehingga 

pada Sub Bab ini penulis akan membagi dalam tiga bagian uraian, yaitu : 

1. Latar belakang kasus kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer 

2. Analisis putusan dan kasus kepailitan (Studi Putusan Pengadilan 

Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg) 

3. Akibat Hukum Kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap 

Karyawan 

Peneliti melakukan penelitian pada Pengadilan Niaga Semarang, 

perwakilan buruh dan kuasa hukum pekerja PT. Njonja Meneer yaitu 

Paulus Sirait yang beralamat di Kantor Advokat Anwar, Agoeng & 

Associates. 
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1. Latar belakang kasus kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer 

Masyarakat Jawa Tengah khususnya Semarang tentu sudah 

tidak asing lagi dengan Jamu Jawa Asli Cap Njonja Meneer. 

Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1919 tersebut berpusat di 

Semarang, Jawa Tengah. Setelah berdiri dan eksis selama 98 tahun, 

pada akhirnya jamu jawa asli cap njonja meneer ini dinyatakan pailit 

oleh Pengadilan Niaga Semarang. Lantaran dinilai tidak menunaikan 

kewajibannya terhadap para kreditur. Nama Njonja Meneer sendiri 

merupakan sebutan untuk Lauw Ping Nio, pemilik perusahaan jamu 

tersebut. perempuan keturunan China itu memang memiliki kisah unik 

soal menir yang akhirnya mengikuti penulisan Belanda jadi Meneer. 

Dilansir dari situs Indonesia kaya, penamaan menir tersebut lantaran 

sang ibu yang mengidam beras menir saat mengandung Lauw Ping Nio. 

Beras menir merupakan sisa butir halus penumbukan padi. Alhasil, 

Lauw Ping Nio pun dinamakan Menir. Sejak kecil Meneer selalu 

bertugas merawat tanaman yang dinilai berkhasiat. Dia juga banyak 

mendapat pendidikan soal rumah tangga dari ibunya.
40

 

Seiring dengan berjalanya waktu meneer yang berusia 17 tahun 

menikah dengan seorang pria yang berasal dari Surabaya. Pria itu 

                                                 
40

Ferdy Thaeras, “Cerita Si Jamu Legendaris Nyonya Meneer”, 

https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804200723-282-232592/cerita-si-jamu--

legendaris- nyonya-meneer/ , diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 18.30 WIB 

https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804200723-282-232592/cerita-si-jamu--legendaris-nyonya-meneer/
https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804200723-282-232592/cerita-si-jamu--legendaris-nyonya-meneer/
https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170804200723-282-232592/cerita-si-jamu--legendaris-nyonya-meneer/
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bernama Ong Bian Wan. Sejak menikah dengan Ong Biang Wan, 

Meneer memiliki julukan sebagai Nyonya Meneer. Dalam menjalani 

pernikahanya, keduanya harus menjalani masa kelam. Ketika sang 

suami yang menderita sakit perut yang diduga sariawan usus. Tak 

satupun dari tenaga kesehatan kala itu yang dapat menyembuhkan 

penyakitnya, dikarenakan tidak adanya tenga ahli medis yang mumpuni 

saat itu. Dengan kesulitan yang dihadapi oleh nyonya meneer saat itu, 

dia mencoba untuk meramu jamu jawa yang dulu pernah diajarkan oleh 

orang tuanya dulu. Tanpa disangka, suami nyonya meneer pun sembuh 

dari sakitnya dengan ramuan dari nyonya meneer. Jamu yang diracik 

langsung oleh nyonya meneer menjadikan obat tradisional pertama 

yang dapat menyembuhkan penyakit sariawan usus. Kegiatan nyonya 

meneer untuk membuat jamupun terus berlanjut hingga menyembuhkan 

penyakit warga sekitar yang sakit seperti sakit kepala, masuk angin 

hingga demam berdarah.
41

   

Usaha yang ditekuni oleh nyonya meneer kala itu dilakukan 

sendiri, dari proses pembuatan hingga mengantarkan pesanan jamu 

kepada para konsumen. Jamu yang dibuat oleh nyonya meneer 

mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dari proses pembuatan, alat yang 

digunakan untuk mencampur bahan dan resep yang berasal dari orang 

                                                 
41

 Ibid. 
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tuanya. Proses pembuatan jamu tersebut menggunakan bahan yang 

alami seperti tumbuhan, akar, bunga dan kulit kayu, sehingga 

menjadikan ciri khas tersendiri bagi jamu legendaris ini. Pada tahun 

1919, akhirnya nyonya meneer dapat mendirikan perusahaan bersama 

keluarganya yang saat ini kita kenal dengan Jamu Jawa Asli Cap Potret 

Nyonya Meneer di Semarang. Produk dari nyonya meneer yang sangat 

terkenal di kalangan masyarakat seperti Galian Putri, Jamu Sariawan, 

Amurat, Sakit Kencing, Sehat Wanita, Pria Sehat, Galian Rapet, Bibit, 

Mekar Sari, Galian, Jamu Habis Bersalin, Awet Ayu, Gadis Remaja, 

Susu Perut, Jamu Langsing, Wasir dan tentu saja Minyak Telon.
42

 

Pada tahun 1940 Nyonya meneer melebarkan sayapnya dengan 

membuka gerai di Jakarta tepatnya di Jalan Juanda, Pasar Baru. 

Berawal dari inisiasi kepindahan kejakarta oleh anaknya yaitu Nonnie, 

menjadikan nama Nyonya Meneer semakin melambung diseluruh 

penjuru tanah air. Hingga pada tahun 1967 menjabat sebagai Direktur 

utama di Perusahaanya. Salah satu anaknya, Hans Ramana 

dipercayakan untuk bertanggung jawab atas perusahaannya. Sedangkan 

ketiga anak lainnya, yakni Lucy Saerang, Marie Kalalo, dan Hans 

Pangemanan diangkat menjadi anggota dewan komisi perusahaan.  

Pada tahun 1970 an, Njonja Meneer mulai merasakan 

                                                 
42

 Ibid. 
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persaingan dunia bisnis jamu yang ketat. Kompetitor Njonja Meneer 

mulai menjual berbagai produk serupa dengan harga yang berbeda-

beda. Dua perusahaan yang sangat di waspadai Nyonya Meneer waktu 

itu adalah PT Sido Muncul dan PT Air Mancur. Pada tahun 1976 Hans 

Ramana meninggal dunia. Dan dua tahun kemudian pada tahun 1978 

Njonja Meneer meninggal dunia. Setelah Nyonya Meneer dan anaknya 

meninggal, perjalanan perusahaan pun mulai goyah.
43

 

Pada tahun 1984, didirikan museum Jamu Nyonya Meneer di 

Semarang, Tujuan pendirian museum jamu pertama di Indonesia ini 

sebagai cagar budaya dan pusat informasi, pendidikan, promosi, serta 

media pelestarian warisan budaya tradisional. Pada tahun 1985 terjadi 

perseteruan di antara kelima cucu pewaris Nyonya Meneer yang 

melibatkan ratusan bahkan ribuan pekerjanya. Pada tahun 1989 – 1994 

terjadilah konflik kedua. Dan pada tahun 1995 akhirnya konflik ini 

berakhir dengan pelepasan saham anggota keluarga. Perusahaan Njonja 

Meneer sepenuhnya dipegang oleh cucu Njonja Meneer yang bernama 

Charles Saerang. Empat cucu Njonja Meneer lainnya pun memutuskan 

untuk berpisah setelah menerima bagian masing-masing. Pada tahun 

2013 karyawan demo lantaran tunggakan gaji.
44

 

                                                 
43

 Sugiyarto, “Inilah Sejarah Panjang Pabrik Jamu Nyonya Meneer, mulai dari berdiri 

hingga dinyatakan pailit”,  
44

 Ibid. 
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Di tahun 2015, PT Njonja Meneer melawan kreditur di 

Pengadilan Niaga Semarang. Permasalahan berakhir damai melalui 

kesepakatan proposal masa PKPU. Masa pembayaran utang PT Njonja 

Meneer kepada 35 kreditur diangsur selama lima tahun. Kesepakatan 

lain nilai utang PT Njonja Meneer yang awalnya diminta membayar Rp 

117 Milliar kepada distributor tunggal PT NMI, disepakati hanya utang 

sebesar Rp 35 Milliar. Di tahun 2016 Karyawan mogok kerja 

tunggakan gaji karyawan tetap selama 4 bulan, sedangkan karyawan 

harian selama 12 minggu. Di tahun 2017 Pabrik jamu legendaris PT 

Njonjaa Meneer akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga 

Semarang dalam sidang pada Kamis (3/8/2017). Putusan pailit terhadap 

PT Njonja Meneer disampaikan oleh ketua Pengadilan Negeri 

Semarang Nani Indrawati yang memimpin sidang.
45

 

Keputusan gugatan pailit itu diajukan oleh salah satu kreditur 

yaitu  Hendrianto Bambang Santoso berasal kabupaten Sukoharjo. 

Pemohon menyatakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban 

pembayaran utang sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat 

puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
46

 

                                                 
45

 Ibid. 
46

 Agustina Melani, “Kronologi Putusan Pailit Produsen Jamu Legendaris Nyonya 

Meneer”, https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3049608/kronologi-

putusan-pailit- produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer, diakses pada tanggal 28 Juni 

2021 pukul 17.30 WIB 
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Menurut Putusan Homologasi halaman 12 ditegaskan untuk 

jumlah utang diatas Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) sampai 

dengan Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) dicicil 

selama 5 tahun dimulai akhir juli 2015 hingga juni 2020. Tetapi 

ternyata termohon (PT. Perindustrian Nyonya Meneer) tidak melakukan 

cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan didalam proposal 

perdamaian (homologasi) yakni sebesar Rp. 7040.970.500,- (tujuh 

milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus 

rupiah). Seharusnya sesuai dengan putusan Homologasi Termohon 

berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau cicilan kepada 

Pemohon selama 5 (lima) tahun yakni dimulai akhir Juli 2015 hingga 

Juni 2020. Apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya 

permohonan pembatalan perdamaian ini, maka Termohon seharusnya 

sudah melakukan cicilan sebanyak 24 kali yakni Juli 2015 sampai Mei 

2017. Termohon juga telah meyerahkan 10 lembar cek yang 

kesemuanya tidak dapat dicairkan karena rekenig ditutup, dan sebagian 

Bilyet giro tersebut telah ditolak oleh Bank Penerbit (PT. Bank 

Central Asia Tbk, KCU Solo) dengan alasan saldo tidak 

mencukupi.
47

 

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim mengabulkan 

                                                 
47

 Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga 

Pada Pengadilan Negeri Semarang, Pada Tanggal 28 Juni 2021 
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permohonan  membatalkan putusan penundaan kewajiban pembayaran 

utang. Dan dari pembatalan putusan homologasi tersebut Pt. 

Perindustrian Nyonya Meneer dinyatakan pailit. 

2. Analisis putusan dan kasus kepailitan (Studi Putusan Pengadilan 

Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn Niaga Smg) 

a. Analisis Putusan 

Perlu diketahui bahwa dalam menganalisa suatu putusan 

dibutuhkan beberapa acuan dalam pembahasanya, maka dari itu dalam 

analisa ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu  

1. Duduk perkara. 

2. Pertimbangan hakim. 

3. Putusan.  

Dalam analisis putusan ini, penulis akan menyederhanakan 

putusan agar mudah dipahami dan dipelajari. 

1. Duduk Perkara 

Bahwa Kreditur yang bernama Hendrianto Bambang 

Santoso dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2017, 

mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur PT. 

Perindustrian Njonja Meneer yang telah didaftarkan 

dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang tanggal 16 Juni 2017 dengan Register Nomor 
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11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG. Debitur 

mempunyai sejumlah utang terhadap karyawannya yang 

mencapai Rp 98 Miliar. Sebanyak 1.104 karyawan PT. 

Perindustrian Njonja Meneer menanti hak-hak mereka pasca 

perusahaan jamu legendaris itu dinyatakan  pailit.
48

 

Selain mempunyai utang terhadap karyawanya, PT. 

Perindustrian Njonja Meneer juga mempunyai utang terhadap 

kreditur Hendrianto Bambang Santoso selaku yang mengajukan 

permohonan pailit. Utang yang ditanggung oleh PT. Perindustrian 

Njonja Meneer terhadap kreditur yaitu sejumlah Rp. 

7.040.970.500,- (Tujuh Milyar Empat Puluh Juta Sembilan Ratus 

Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). Telah ditegaskan dalam 

putusan homologasi untuk jumlah utang diatas Rp 

5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dicicil selama 5 tahun 

dimulai akhir juli 2015 hingga juni 2020. Akan tetapi PT. Njonja 

Meneer tidak menunnjukan itikad baik dengan  melakukan cicilan 

sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam proposal 

Perdamaian atau didalam Putusan Homologasi a quo yakni 

sebesar Rp. 7.040.970.500,- (Tujuh Milyar Empat Puluh Juta 

                                                 
48

 Angling adhitya purbaya, “Tanggung Jawab Nyonya Meneer ke Karyawan mencapai 
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Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). PT. 

Njonja Meneer berdalih telah menyerahkan 10 lembar cek, akan 

tetapi cek yang diberikan tidak dapat dicairkan semuanya 

dikarenakan rekening ditutup. bahkan sebagian Bilyet Giro telah 

di tolak oleh Bank Penerbit (PT. Bank Central Asia Tbk., KCU 

Solo) dengan alasan saldo tidak mencukupi. Dengan fakta dan 

bukti yang sudah jelas, terlihat bahwa PT. Njonja Meneer telah 

lalai dalam memenuhi isi putusan perdamaian atau Homologasi 

yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang.
49

 

2. Pertimbangan Hakim 

Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa dikatakan benar 

jika debitur mempunyai utang terhadap karyawannya selaku 

kreditur preferen. Dimana para karyawan banyak yang belum 

menerima gaji sejak tahun 2015. Dan juga debitur mempunyai 

utang yang telah jatuh tempo terhadap Kreditur selaku yang 

mengajukan permohonan pailit, dan  seharusnya sesuai dengan 

Putusan Homologasi, debitur berkewajiban untuk melakukan 

pembayaran atau cicilan utang kepada Kreditur selama 5 (lima) 

tahun yakni di mulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020, 
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namun sampai permohonan diajukan, debitur belum juga 

membayar utangnya kepada kreditur. Maka sesuai dengan Pasal 

291 ayat 2 UUKPKPU PT. Njonja Meneer harus dinyatakan 

pailit, karena PT. Njonja Meneer telah lalai dalam memenuhi 

putusan proposal perdamaian atau Homologasi.
50

 

Maka dari itu unsur adanya 2 (dua) kreditor atau lebih telah 

terpenuhi untuk dapat diajukan pailit. Kemudian, PT. 

Perindsutrian Njonja Meneer juga belum membayar utang yang 

telah jatuh tempo pada akhir Juli 2015 sebesar Rp. 

7.040.970.500,- (Tujuh Milyar Empat Puluh Juta Sembilan Ratus 

Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
51

 Dengan terpenuhinya 2 

(dua) unsur kreditur atau lebih, dan PT. Perindustrian Njonja 

Meneer yang tidak membayar utang yang telah jatuh tempo, maka 

unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih juga telah terpenuhi. 

3. Putusan 

Berdasarkan uraian-uraian mengenai duduk perkara dan 

pertimbangan hukum hakim diatas, Majelis Hakim Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan 
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mengadili perkara a-quo memutuskan putusan yaitu Pertama, 

mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, 

Menyatakan batal perjanjian perdamaian yang telah di sahkan oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian 

(Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN Niaga Smg 

tanggal 08 Juni 2015. Ketiga, menyatakan termohon PT. 

PERINDUSTRIAN   NJONJA   MENEER   atau   disingkat   PT   

NJONJA MENEER, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden 

patah No 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat 

hukumnya. Keempat, menghukum termohon untuk membayar 

biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 

Rp.3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah). Kelima, 

menunjuk dan mengangkat Saudara: Jaskur Galampa, S.E., S.H., 

M.H, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI 

dengan Nomor SK AHU.AHA.04.03-48 tanggal 25 Maret 2013 

yang beralamat di Premier Riviera Blok E No.10, Jatinegara 

Kaum, Jakarta Timur, Bambang Suryowidodo, S.H., M.H, kurator 

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor 

SK AHU.AH.04.03- 116 tanggal 18 April 2016 yang beralamat di 

MAAS Law Offices Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, 
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Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, INDONESIA, Bazarin Amal, 

S.H, kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI 

dengan Nomor SK AHU. AHA.03-32 tanggal 13 Maret 2017 

yang beralamat di Perumahan Pondok Sukatani Permai. Jl. Durian 

IV, Blok G-4 No.16 RT.03, RW.14, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, 

Depok, Jawa Barat, Ramos Lecopnata Pardede, S.H, kurator yang 

terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SK 

AHU. AHA.03- 12 tanggal 24 Maret 2014 yang beralamat di RA 

& P LAW OFFICE, Cempaka ARCICI Club, Jl Cempaka 

Putih Barat  XXVI, Jakarta Pusat; Anselmus Bona P. Sitanggang, 

S.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI dengan No.SK  AHU. AHA.04.03-134 tanggal 14 

September 2015, beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 12 D 

Lantai 3, Jakarta Pusat, selaku kurator dalam proses pailit  dari          

PT. Perindustrian Njonja Meneer. 

 

b. Analisis Kasus 

Permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor yaitu Hendrianto 

Bambang Santoso (yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon), 

terhadap debitor yaitu PT. Perindustrian Njonja Meneer yang 

berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199 (yang 

selanjutnya disebut sebagai Termohon), pada akhirnya mendapatkan 
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titik terang dengan dikabulkanya permohonan pailit oleh Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
52

 

Berdasarkan penjelasan proses kepailitan PT. Perindustrian 

Njonja Meneer diatas dan  merujuk mengenai penerapan UUK-PKPU 

dalam menyelesaikan kasus kepailitan PT. Perindustrian Njonja 

Meneer. Maka dalam pengajuan permohonan kepailitan harus 

memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yaitu sebagai berikut:
53

 

a. Debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor 

b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh 

waktu dan dapat ditagih. 

Kasus kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer telah dapat 

dikatakan  memenuhi syarat dalam diajukannya kepilitan. karena 

syarat dalam pengajuan pailit telah terpenuhi berdasarkan pasal 2 ayat 

(1) diatas. Syarat tersebut yaitu : 

a. Bahwa PT. Njonja Meneer mempunyai kreditor lebih dari dua 

kreditor dan salah satu nya yaitu Karyawan PT Njonja Meneer 

dan Hendrianto Bambang Santoso selaku Pemohon. 

b.   Bahwa PT. Perindustrian Njonja Meneer tidak membayar lunas 

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan 
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pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 dalam UUK-PKPU 

adalah :
54

 

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam 

jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata 

uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di 

kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian 

atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan 

bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”. 

Dari Pengertian utang diatas, bahwa PT. Njonja Meneer tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 

dapat ditagih. Dalam Proposal Perdamaian atau didalam Putusan 

Homologasi a quo tertulis utang yakni sebesar Rp 7.040.970.500,- 

(tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu 

lima ratus rupiah). Perlu diketahui bahwa menurut Pasal 170 ayat 

(1) UUK-PKPU menyatakan : 

“kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang 

telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian 

tersebut”. 

Maka dari penjelasan pasal tersebut, Hendrianto Bambang 
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santoso selaku kreditor dapat menuntut pembatalan suatu 

perdamaian yang telah disahkan. Karena PT. Perindustrian Njonja 

Meneer selaku Debitor terbukti telah lalai dalam memenuhi isi 

perdamaian tersebut.
55

 

Kemudian selanjutnya pada pasal 291 ayat (2) sebagai 

konsekuensi lebih lanjut dalam pembatalan perjanjian perdamaian 

yang telah disahkan, maka Debitor harus dinyatakan pailit sesuai 

dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat.
56

 

3. Akibat Hukum Kepailitan Pt. Perindustrian Njonja Meneer 

Terhadap Karyawan 

Proses kepailitan mempunyai beberapa akibat yang 

ditimbulkan baik dari segi debitor maupun kreditor yang meliputinya. 

Menurut ketentuan dari pasal 21 UUK-PKPU, kepailitan meliputi 

seluruh harta kekayaan Debitor pada saat pernyataan pailit itu 

diputuskan beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. 

dengan terdapatnya putusan pailit, maka debitor  demi hukum 

kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang 

termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, 

sehingga pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut dilakukan 
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oleh Kurator. Untuk kemudian oleh kurator akan dijual dan hasilnya 

akan dibagikan kepada seluruh kreditor berdasarkan dari masing-

masing tingkatan hak yang dimilikinya. 

Tagihan pembayaran upah buruh/karyawan dikategorikan 

sebagai hak istimewa umum, sehingga buruh/karyawan dapat 

dikategorikan sebagai kreditor preferen pemegang hak istimewa 

umum.
57

 Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur 

hak istimewa  buruh pada saat terjadi kepailitan, yakni dalam pasal 95 

ayat (4) yaitu: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau 

dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang 

yang didahulukan pembayarannya”.
58

 

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka akibat hukum 

kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap karyawanya 

yaitu : 

a. PT. Perindustrian Njonja Meneer harus membayar utang yang 

mencapai Rp 98 Miliar. Total utang tersebut merupakan 

tunggakan upah pegawai baik yang aktif maupun yang sudah 

dirumahkan dari tahun 2015 hingga 2017, dengan total karyawan 

aktif yaitu 921 orang dan karyawan yang sudah dirumahkan atau 

                                                 
57

 Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Kuasa Hukum Pekerja PT. Njonja Meneer 

Paulus Sirait, Pada Tanggal 28 Juni 2021 
58

 Lihat Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 



77 

 

 

 

 

 

 

terkena Pemutusan Hubungan Kerja sejumlah 183 orang.
59

 

b. Rincian utang tersebut yaitu : 

1) Tunggakan pembayaran asuransi BPJS ketenagakerjaan sejak 

November 2011 senilai Rp 12,589 miliar. 

2) Tunggakan gaji senilai Rp 35,364 miliar. 

3) Tunggakan klaim kesehatan para buruh senilai Rp 75 Juta. 

4) Tunggakan upah buruh pensiun mencapai Rp 41,473 miliar. 

5) Tunggakan pesangon 183 buruh yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) mencapai Rp 8,717 miliar. 

Dari pembahasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Akibat Hukum Kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer 

terhadap karyawanya yaitu Debitor atau PT. Perindustrian Njonja 

Meneer harus membayar semua tagihan maupun utang kepada 

para kreditor preferen yaitu karyawan/buruh yang aktif atau yang 

sudah dirumahkan mencapai Rp. 98 Miliar. 
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B. Upaya Hukum Karyawan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum 

Atas Putusan Pailit Nyonya Meneeer 

1. Rapat Verifikasi Kreditur 

Putusan pernyataan pailit yang telah diucapkan oleh Majelis 

Hakim, akan mengalami proses kepailitan ketahap selanjutnya yaitu 

proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh 

kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Praktek penyelenggaraan 

pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan 

dan pemberesan harta pailit pada umumnya bertitik tolak/bertumpu 

pada kedudukan para kreditur semata-mata terhadap harta benda pailit, 

tanpa memperhatikan kepentingan kreditur yang sama sekali tidak 

mempunyai hak untuk diistimewakan maupun hak untuk diutamakan, 

sehingga dalam hal terjadi harta benda pailit lebih sedikit dibanding 

jumlah hutangnya, maka kreditur konkuren berpotensi tidak 

mendapatkan bagian pengembalian hutang.
60

 Kurator dengan diawasi 

oleh hakim pengawas mengadakan rapat bersama para kreditor, rapat 

tersebut adalah rapat verifikasi atau pencocokan utang. Rapat tersebut 

bermaksud untuk menguji kebenaran piutang kreditor yang telah 
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melakukan pendaftaran piutangnya kepada kurator. Dalam rapat 

pencocokan piutang, yang diakui oleh kurator adalah kreditor yang 

memiliki piutang kepada debitor pailit dengan catatan dapat dibuktikan 

dan diakui kebenaran piutang tersebut dengan memberikan lampiran 

dokumen tagihan.
61

 

Dalam putusan homologasi PT. Nyonya Meneer dicantumkan 

laporan proses PKPU PT. Nyonya Meneer oleh tim pengurus yang 

mana dalam laporan tersebut dicantumkan daftar data kreditor dan 

jumlah piutangnya yang telah diakui. Jumlah tagihan kreditor yang 

diakui adalah sebesar Rp. 198.471.760.917 yang terdiri dari 35 

Kreditor dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran 

penulisan ini.
62

 

Kuasa hukum para karyawan yaitu Paulus Sirait pada tanggal 

19 Agustus 2017 mengajukan kepada kurator bukti-bukti jumlah 

karyawan. dalam keterangan Paulus Sirait pada media, selain 

mengajukan gaji dan pesangon yang tertunda, dirinya juga 

mengajukan tunjangan hari raya (THR) serta upah yang dibawah 

UMR dan pesangon yang harus sesuai aturan berdasarkan Pasal 165 

ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga tim kuasa hukum 

mengajukan tagihan hingga lebih dari Rp 98.000.000.000,- yang 
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meliputi gaji, pesangon, atau tunjangan lainnya. 

Menurut keterangan kuasa hukum para karyawan yaitu Paulus 

Sirait, Menjelaskan bahwa pada rapat verifikasi pencocokan piutang, 

Paulus memberikan dokumen tagihan kepada kurator atas upah yang 

terutang sebelum pernyataan pailit yang belum dibayarkan PT. 

Nyonya Meneer kepada karyawannya sejak Tahun 2015 (pada tahun 

2015 tersebut, PT Nyonya Meneer dalam masa PKPU) dan tagihan 

hak-hak karyawan akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena 

perusahaan pailit. Menurut keterangan Paulus Sirait keseluruhan total 

utang yang harus dipenuhi PT. Nyonya Meneer terhadap karyawan 

baik yang aktif maupun yang sudah dirumahkan sebesar Rp. 

98.000.000.000,- (Sembilan puluh delapan miliar rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut:
63

 

1. Tunggakan pembayaran asuransi BPJS ketenagakerjaan sejak 

November 2011 senilai Rp 12,589 miliar 

2. Tunggakan gaji senilai Rp 35,364 miliar 

3. Tunggakan klaim kesehatan para buruh senilai Rp 75 Juta 

4. Total karyawan aktif Nyonya Meneer 921 orang yang belum 
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menerima upah mulai November 2015, Januari 2016 serta Juli 2017. 

5. Tunggakan upah buruh pensiun mencapai Rp 41,473 miliar. 

6. Pembayaran pesangon 183 buruh yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) mencapai Rp 8,717 miliar. 

Namun terhadap piutang karyawan yang diakui kurator dalam 

rapat verifikasi sejumlah Rp. 10.545.435.334, piutang tersebut 

tentunya piutang yang terdiri dari upah yang terutang dan pesangon. 

Boedel harta pailit yang sudah terlikuidasi dengan terjualnya 

seluruh aset PT. Nyonya Meneer oleh Kreditor separatis yaitu PT. 

Bank Papua dan diketahui terdapat sisa atas penjualan setelah 

dikurangi pelunasan piutang milik PT. Bank Papua, namun pihak PT. 

Bank Papua tidak kunjung mengembalikan sisa penjualan tersebut 

kepada kurator agar supaya oleh kurator dilakukan pembagian kembali 

kepada kreditor preferen dan kreditor konkuren. 

Terhadap tuntutan yang dilakukan kuasa hukum dalam rangka 

melakukan upaya hukum demi tercapainya perlindungan hukum untuk 

kreditornya, maka kuasa hukum dapat melakukan perlawanan dengan 

cara mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap 

tindakan kurator berdasarkan tata cara pada Pasal 77 Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU sebagai berikut : 
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2. Pembayaran Upah karyawan 

Putusan pailit memiliki akibat hukum terhadap karyawan 

yaitu dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perlu 

dikehatui bahwasanya PHK merupakan salah satu akibat kepailitan 

terhadap perjanjian timbal balik yang dilakukan sebelum kepailitan 

yaitu perjanjian kerja, sehingga karyawan yang bekerja pada 

perusahaan yang telah dinyatakan pailit dapat memutuskan hubungan 

kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan 

mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.
64

 

Dalam pelaksanaan PHK karena perusahaan pailit dapat 

diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh 

lima) hari sebelumnya atau dengan pemahaman bahwa karyawan 

maupun kurator boleh menghentikan dengan mengindahkan bunyi 

pejanjian perburuhan tersebut atau undang-undang yang berlaku, 

tetapi 6 (enam) minggu sebelumnya selalu dianggap cukup.
65

 

Undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang 

kepailitan dan PKPU telah memberikan perlindungan hukum terhadap 
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karyawan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja akibat perusahaan 

dinyatakan pailit. Dalam Undang-undang kepailitan terdapat pada 

Pasal 39 ayat (1) yaitu “pekerja yang bekerja pada debitor dapat 

memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat 

memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut 

persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan 

dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari 

sebelumnya”
66

 

Atas PHK yang dialami karyawan pada saat perusahaan 

dinyatakan pailit, oleh Undang-Undang Ketenagakerjan diberikan 

penjelasan atas hak-hak yang diperoleh karyawan, yakni terdapat pada 

Pasal 165 UndangUndang Ketenagakerjaan “Pengusaha dapat 

melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh 

karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak 

atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 

(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan 
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Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 

156 ayat (4).”
67

 

Dari pasal tersebut, diberikan penegasan lagi pada Pasal 39 

ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yakni “Sejak tanggal 

putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum 

maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan 

utang harta pailit.”
68

  

Berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU memberikan penjelasan bahwa perusahaan yang 

telah diberikan putusan pernyataan pailit oleh Majelis hakim, sejak 

tanggal putusan tersebut diucapkan, maka upah karyawan yang 

terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit 

diucapkan merupakan utang harta pailit. 

Menelaah dari Pasal tersebut diatas, mendapatkan 

pemahaman atas hak apa saja yang diperoleh karyawan ketika di PHK 

oleh perusahaan dengan alasan pailitnya perusahaan tersebut. adapun  

hak tersebut berdasarkan sebagai berikut: 

1. Uang pesangon sebesar 1 kali dengan ketentuan:  

                                                 
67

 Lihat Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 
68

 Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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1) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 

2) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) 

tahun, 2 (dua) bulan upah; 

3) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) 

tahun, 3 (tiga) bulan upah; 

4)  masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 

(empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;  

5) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 

(lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; 

6) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 

(enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;  

7) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 

(tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.  

8) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 

(delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;  

9) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan 

upah 

2. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dengan 

ketentuan:  

1) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 

(enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;  
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2) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 

(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;  

3) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 

(dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;  

4) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 

15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;  

5)  masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 

18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

6)  masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;  

7) masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang 

dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah 

8) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 

(sepuluh) bulan upah. 

3. Uang penggantian hak dengan ketentuan: 

1) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;  

2) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan 

keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima 

bekerja;  

3) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 

ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon 
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dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi 

syarat;  

4) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  

Dalam hal pemerolehan hak-hak karyawan tersebut, sudah 

terdapat perlindungan hukum bagi karyawan dalam sistem 

penagihannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-

Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Dalam hal 

perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya 

dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-

bayarannya”
69

  

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, kata “….didahulukan 

pembayarannya” memberikan pemahaman bahwa karyawan 

terklasifikasi sebagai kreditor preferen yakni kreditor yang memiliki 

hak didahulukannya atas pembayaran piutang dan tentunya yang 

dimaksud piutang karyawan terhadap perusahaan yang dinyatakan 

pailit adalah piutang atas upah. Upah tersebut timbul karena adanya 
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 Lihat Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 
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perjanjian kerja sehingga sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan 

untuk memberikan upah kepada karyawan atas pekerjaannya. 

Ketentuan pada Pasal tersebut dikuatkan oleh Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013. 

Putusan tersebut dalam amar putusannya menyatakan bahwa 

pembayaran upah karyawan yang terhutang didahulukan atas semua 

jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak 

Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, 

sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

nomor 67/PUU-XI/2013 tersebut memposisikan pembayaran hak-hak 

karyawan lainnya berupa pesangon didahulukan atas semua tagihan 

termasuk tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang 

dibentuk pemerintah, namun pembayaran hak-hak karyawan berupa 

pesangon posisinya dibawah pelunasan kreditor separatis.
70

 

Pada ketentuan berbagai komparasi peraturan perundang-

undangan dan yurisprudensi, ketika perusahaan dinyatakan pailit oleh 

pengadilan niaga maka terdapat dua jenis kepentingan karyawan yang 

mekanisme pelunasanya tidak bisa dilakukan berbarengan. 

Kepentingan karyawan atas upah yang terutang sebelum maupun 

sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan yang merupakan utang 

                                                 
70

 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 67/PUU-XI/2013 
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harta pailit berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan 

dan PKPU mendapatkan pelunasan yang paling pertama didahulukan 

atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, 

tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk 

pemerintah. 

Kepentingan karyawan atas hak-hak karyawan berupa 

pesangon akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan pailit 

berdasarkan pada ketentuan Pasal 165 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan mendapatkan pelunasan setelah pembayaran piutang 

dari kreditor separatis dibereskan dan sebelum dibayarkan tagihan-

tagihan dari semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor 

lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. 

Pada prinsipnya asset baru dibagi-bagi kepada kreditor 

setelah seluruh asset debitor terjual dan menjadi cash, apabila uang 

tunai (cash) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. 

Akan tetapi tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan 

harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional asalkan 

,hal tersebut dipandang baik oleh kurator.
71
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 Winanto, 2015, Prinsip Kesetaraan Kedudukan Para Kreditur Dan Prinsip Pari 

Passu Prorate Parte Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan (Pengurusan Dan 

Pemberesan Harta Pailit), Semarang, Program Magister Unissula, hlm 125 
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Proses pembagian asset PT Perindustrian Njonja Meneer 

yang menjadi boedel pailit kepada krediturnya memasuki titik terang. 

Setelah menunggu hampir 2 tahun sejak Nyonya Meneer diputus pailit 

pada 3 Agustus 2017, para karyawan akhirnya bisa mendapatkan hak 

mereka dari pembagian boedel pailit. Pada tahap pertama kurator telah 

membagikan boedel pailit kepada para kreditur konkuren dan 

preferen. Kuasa hukum karyawan Nyonya Meneer mengatakan bahwa 

sebagian dari karyawan Nyonya Meneer telah memperoleh sekitar Rp. 

60.000.000 dari total penjualan tahap pertama budel pailit Nyonya 

Meneer senilai lebih dari Rp. 9,3 miliar. Dan Setiap dari karyawan 

mendapatkan Rp. 1.000.000. Dana yang dibagikan tersebut 

merupakan gaji tertunda dan uang pesangon yang merupakan hak 

karyawan belum dilunasi oleh Nyonya Meneer. Adapun pembagian 

pada tahap kedua merupakan hak BPJS Ketenagakerjaan para 

karyawan dan hasil penjualan asset yang dijaminkan ke Bank (BPD) 

Papua.
72
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 Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Kuasa Hukum Pekerja PT. Njonja 

Meneer Paulus Sirait, Pada Tanggal 28 Juni 2021 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Akibat hukum kepailitan perusahaan terhadap karyawan Nyonya 

Meneeer 

Apabila telah dinyatakan oleh hakim atau Pengadilan Niaga dengan 

suatu putusan, dalam hal pekerja mengundurkan diri baik status 

perusahaan dinyatakan pailit maupun tidak, perlu meminta penetapan 

lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan serta pekerja/buruh 

tidak mendapatkan uang pesangon melainkan hanya uang 

penggantian hak dan uang pisah. Sedangkan, jika pekerja/buruh di 

PHK dengan alasan perusahaan pailit, maka di samping perlu 

penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh 

memperoleh uang pesangon, uang penghargaan dan hak-hak lainnya. 

2. Upaya Hukum Karyawan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum 

Atas Putusan Pailit Nyonya Meneeer 

Buruh/karyawan termasuk dalam kreditor preferen atau yang 

didahulukan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa 

dalam hal perusahaan dinyatakan pailit maka upah dan hak-hak 

lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 
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pembayarannya. Tetapi, dalam prakteknya bila ada kreditor 

pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak agunan 

maupun hipotik maka merekalah yang mendapat prioritas. Seorang 

karyawan juga mempunyai hak tagih, apabila suatu perusahaan pailit, 

dengan penanganan kurator. Posisi karyawan walaupun diutamakan, 

tetapi tetap berada dibawah pajak dan biaya-biaya perkara lainnya. 

B. Saran 

Memperhatikan hasil penulisan diatas, penulis menyarankan : 

1. Karyawan, buruh/tenaga kerja seharusnya tetap mendapatkan upah, 

uang pesangon dan hak-hak lainnya, baik karyawan tersebut 

mengundurkan diri ataupun di PHK oleh kurator. Karena karyawan 

juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, dan 

dengan adanya putusan kepailitan, maka karyawan/tenaga kerja 

menjadi kehilangan mata pencahariannya. 

2. Kedudukan karyawan perusahaan menurut Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yaitu bahwa Tenaga Kerja mendapatkan kedudukan 

yang diutamakan dan mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan 

menurut Undang-Undang Kepailitan, kedudukan Tenaga Kerja 

didahulukan tetapi berada di bawah pajak, biaya perkara dan   hak-hak 

tanggungan. Dan Seharusnya pemerintah dibawah lembaga legislatif 

harus memperjelas mengenai kedudukan karyawan dalam 
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perusahaan yang pailit agar terjadi kesinambungan antara Undang- 

undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Kepailitan dan agar 

mempunyai perlindungan hukum yang jelas . 
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